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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan :

Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga

Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga

Kerja R.I.. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, dalam

ketentuan perundang-undangan tersebut diatur tentang pemeriksaan kesehatan

rutin, pemberian alat perlindungan diri yang sesuai standar, pelatihan kerja bagi

pekerja baru atau pekerja lama yang dipindahkan untuk pekerjaan lain,

mendapatkan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja, dan mendapatkan

jaminan kecelakaan kerja berupa perawatan karena kecelakaan kerja atau karena

timbulnya penyakit akibat kerja. Akan tetapi, bentuk-bentuk perlindungan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan tersebut
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masih bersifat perlindungan pekerja secara umum. Sehingga perlindungan yang

didapatkan oleh pekerja di perkebunan tidak mendapatkan pengaturan secara

khusus yang berakibat perlindungan yang didapatkan oleh pekerja di perkebunan

kelapa sawit tidak mencakup semua aspek perlindungan yang semestinya

didapatkan. Hal ini merugikan pekerja, karena perlindungan yang dibutuhkan oleh

pekerja di bidang perkebunan pastinya berbeda dengan perlindungan yang

dibutuhkan oleh pekerja yang ada di bidang ketenagakerjaan yang lain.

B. Saran

Agar perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap

pekerja di perkebunan kelapa sawit terjamin, maka hendaknya pemerintah

memberikan perlindungan dengan membuat peraturan yang mengatur

perlindungan pekerja secara khusus menurut bidang, jenis, dan resiko dari

pekerjaannya supaya perlindungan yang diberikan dapat benar-benar melindungi

pekerja. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja juga harus tetap dilakukan. Hal ini bertujuan supaya

pengusaha sebagai pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan

program keselamatan dan kesehatan kerja, benar-benar melaksanakan program

tersebut. Karena, pada kenyataannya masih banyak pekerja di perkebunan

melakukan pekerjaannya tanpa dilengkapi APD atau bekerja dengan APD yang

tidak lengkap.
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